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ABSTRAK 

 

Di dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan 

menganut adanya asas Monogami, yaitu asas yang memberikan pengecualian 

kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu atau Poligami. Pengadilan 

dapat memberi izin kepada seorang suami untuk melakukan poligami apabila 

memenuhi syarat dari pasal 4 dan 5 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Syarat dari pasal 4 undang-undang tersebut adalah bersifat 

alternative, yang artinya syarat tersebut tidak harus terpenuhi semua. 

Sedangkan syarat dari pasal 5 adalah bersifat kumulatif, artinya syarat tersebut 

harus terpenuhi semua. Di dalam perkara nomor 0062/Pdt.G/2009/PA.Wt 

majelis hakim memberikan izin poligami dengan alasan karena pemohon 

sangat membutuhkan seorang karyawan yang menguasai computer untuk 

membantu pekerjaan pemohon dan kemampuan itu ada pada calon istri 

pemohon. Pemohon ingin karyawan tersebut menjadi bagian dari keluarga 

pemohon bukan orang lain. Oleh karena itu peneliti tertarik dengan perkara 

tersebut karena dalam kasus tersebut hakim dalam memberikan dipensasi izin 

poligami tidak sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Perkawinan. 

Dalam penelitian ini yang menjadi persoalan adalah apa yang menjadi 

dasar hukum hakim untuk memberikan dispensasi izin poligami yang 

menyimpang dari ketentuan Pasal 4 Undang-undang No 1 Tahun 1974 (studi 

putusan perkara nomor 0062/Pdt.G/2009/PA.Wt). 

Tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

mengapa hakim memberikan izin poligami yang berbeda dengan bunyi pasal 4 

Undang-undang No 1 Tahun 1974  studi kasus perdata nomor 

0062/Pdt.G/2009/PA.Wt 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normative 

yang meletakkan hukum sebagai sebuah norma. Dengan lokasi penelitian yaitu 

Pengadilan Agama Wates. Sumber datanya yaitu peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan topik yang dibahas sebagai sumber hukum 

primer serta reverensi buku yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer sebagai bahan hukum sekunder. Dalam pengolahan datanya, 

peneliti melakukan seleksi bahan penelitian kemudian melakukan klasifikasi 

menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitian 

tersebut secara sistematis dan logis. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dasar Pertimbangan Hakim 

Dalam Memberikan Dispensasi Izin Poligami dalam perkara nomor 

0062/Pdt.G/2009/PA.WT.) adalah karena kerelaan dari istri pertama dan untuk 

menghindarkan dari kemudharatan atau kerusakan.  
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